KALENDER TAHUNAN PER PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
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DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.29.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

w|w|w|w

.29.0
.29.0
.29.0
.29.0

il
il
1.
1.

1
1
1
1

1
1
1.02
1

.0
.0
.0
.01.04

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

3.29.01.1.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

3.29.01.1.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.29.01.1.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.29.01.1.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3.29.01.1.02.07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran

SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.29.01.1.03

3.29.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3.29.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.29.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.29.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.29.01.1.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

3.29.01.1.06.11

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.29.01.1.07
3.29.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.29.01.1.09

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.29.01.1.09.01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
3.29.01.1.09.02 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
3.29.01.1.09.10 Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
3.29.01.1.09.11 atau Bangunan Lainnya
3.29.02 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah
3.29.02.1.01 Provinsi

Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada
3.29.02.1.01.01 Cekungan Air Tanah

Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.01.02

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada
3.29.02.1.01.03 Cekungan Air Tanah

Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin
3.29.02.1.02 Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

3.29.02.1.02.01

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin
Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

3.29.02.1.02.02

Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin

Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

3.29.02.1.02.03

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran,
Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah

3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12
3.29.03.1.01 Mil

3.29.03.1.01.01

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai




3.29.03.1.01.02 dengan 12 Mil
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk
Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.03
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.03.01
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1
(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.03.04
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,
Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan
3.29.03.1.04 Rakyat
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk
Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan
3.29.03.1.04.01 dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin
Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral
3.29.03.1.04.03 Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan
Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan
3.29.03.1.04.04 Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.03.1.07.02
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan
3.29.03.1.07.03 Logam dan Batuan
3.29.05 Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3.29.05.1.04.01
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi
3.29.05.1.04.03 yang Menerapkan Konservasi Energi
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3.29.05.1.04.07
3.29.06 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.02
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas
3.29.06.1.02.03 Instalasinya dalam Daerah Provinsi
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha
Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam
3.29.06.1.05 Negeri
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki
3.29.06.1.05.03 oleh Penanam Modal Dalam Negeri
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan
Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
3.29.06.1.06 Perdesaan
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan
Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
3.29.06.1.06.04 Perdesaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang,
3.29.06.1.06.05 Daerah Terpencil dan Perdesaan
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah
3.29.06.1.06.06 Terpencil dan Perdesaan




